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Tindak pidana merupakan suatu tindakan melawan hukum 

yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

atau KUHP. Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri dikenal 

dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, perbedaan 

pada keduanya adalah dalam alasan pembenar yaitu merupakan 

alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak 

pidana sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang 

menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dan di 

dalam KUHP terdapat suatu keadaan yang bisa menghapuskan 

tindak pidana tersebut, yaitu dalam Pasal 33, 34 dan Pasal 43 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, penulis tertarik untuk mengkaji 

pertimbangan hukum hakim yang memposisikan pelaku 

bersalah dan konstruksi hukum menurut KUHP terbaru. Jenis 

penelitian dari penulisan ini menggunakan Penelitian Hukum 

Normatif. Kemudian metode penulisan ini menggunakan 

metode Deskriptif Analisis dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan 
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hasil penelitian dan pembahasan tugas akhir peneliti tentang Pembelaan Diri Dalam 

Kondisi Darurat Dalam Perkara Tindak pidana(Studi Putusan Nomor 

373/Pid.B/2020/Pn Pdg), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa 

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga 

Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. 2. Setelah menganalisa 

terhadap putusan yang peneliti angkat, bahwa konstruksi hukum pada putusan ini, 

menurut KUHP yang lama maupun yang baru, tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan dalam penyelesaiannya, yang berbeda hanyalah penambahan pasal yang 

lebih spesifik pada KUHP baru, seperti pengertian tentang keadaan darurat 

sehingga KUHP baru ini jika nanti sudah berlaku, tidak akan menimbulkan ambigu 

atau multi tafsir. 

Kata Kunci: pembelaan diri, KUHP, putusan hakim 
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ABSTRACT 
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NIM 201810110311173 

 

Title : Self Defence in Emergency Conditions in Criminal Cases (Case 

Study Verdict Number 373/Pid. B/2020/PN. Pdg 

Supervisor : Wasis Suprayatna, SH., M.Sc 

 

Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., M.Li 

 

A criminal act is an act against the law that is regulated in the Criminal 

Code or Criminal Code. In the Indonesian legal system, it is known that there 

are forgiving reasons and justifying reasons. The difference between the two 

is that justifying reasons are reasons that eliminate the unlawful nature of a 

criminal act, while forgiving reasons are reasons that eliminate the guilt of 

the perpetrator of the criminal act. And in the Criminal Code there is a 

situation that can eliminate this criminal act, namely in Articles 33, 34 and 

Article 43 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the author 

is interested in studying the judge’s legal considerations which declares the 

perpetrator guilty and legal construction according to the latest Criminal 

Code. This type of research uses Normative Legal Research. Then this writing 

method uses the Descriptive Analysis method using a normative juridical 

approach method. Based on the results of the research and discussion of the 

researcher's final assignment regarding Self-Defense in Emergency 

Conditions in Criminal Cases (Case Study Number 373/Pid.B/2020/Pn Pdg), 

the following conclusions can be drawn: 1. That the legal considerations of 
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the panel of judges in this case stated that the Defendant was legally and 

convincingly proven guilty of committing the crime of "Persecution resulting in 

death" as in the third indictment of the Public Prosecutor, namely violating article 

351 paragraph (3) of the Criminal Code. 2. After analyzing the case that the 

researcher raised, the legal construction in this case, according to the old and new 

Criminal Code, does not have significant differences in its resolution, the only 

difference is the addition of more specific articles in the new Criminal Code, such 

as the definition of an emergency. so that when the new Criminal Code comes into 

effect, it will not cause ambiguity or multiple interpretations. 

Keywords: self-defence, Criminal Code, judges verdict 
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